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PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 09/E/2013
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 04/E/2013,
antara lain menetapkan Kepala LIPI memberikan
kewenangan kepada instansi
Kementerian/LPNK/Daerah untuk menilai dan
menetapkan angka kredit jabatan fungsional peneliti
mulai tingkat Peneliti Pertama Golongan IlI/a sampai
dengan Peneliti Muda Golongan 111/d,;

. bahwa sehubungan pemberian kewenangan penilaian

dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti
terkait dengan beberapa persyaratan dan kriteria, perlu
menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman
Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lImu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 235);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah  Non-Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang
Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
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